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ABSTRAK
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ah Sunggari (2023) :“IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8
TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN
TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DIl KEPOLISIAN RESOR
KOTA PEKANBARU™.

Penyelesaian tindak pidana saat ini tengah menjadi sorotan dunia
peradilan. Hal ini secara nyata dapat dilihat dari Peraturan Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana
Berdasarkan Keadilan Restoratif, diantara tindak pidana yang dimaksud adalah
teptang penganiayaan biasa yang dijelaskan dalam Pasal 351 KUHP. Secara
materil tindak pidana penganiayaan biasa diatur dengan ancaman pidana penjara
paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu
lima ratus rupiah. Tetapi melalui peraturan POLRI diatas, tindak pidana
penganiayaan dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif atau restorative
justice.

Permasalahan dalam penelitian ini ialah Implementasi Peraturan POLRI
Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan
Restoratif terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Kota
Pekanbaru dan Hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan POLRI
tersebut. Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
Implementasi dan juga hambatan dari Implementasi Peraturan POLRI Nomor 8
Tahun 2021 ini terhadap tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Resor Kota
Pgkanbaru. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis
empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik yang digunakan dalam
pehgumpulan data ini yaitu dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan juga
studi pustaka. Sedangkan teknik pengolahan dan analisis data disusun secara
kifalitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan POLRI
Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan
R%'storatif belum efektif diterapkan terhadap penanganan tindak pidana
pgnganiayaan di Polresta Pekanbaru karena dari 37 kasus penganiayaan yang
n¥menuhi persyaratan materil dan secara hukum bisa untuk diselesaikan dengan
rétorative justice, Namun hanya 12 kasus yang diselesaikan dengan restorative
jcrusgtice. Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam Implementasi
Peraturan POLRI Nomor 8 Tahun 2021 yaitu pengetahuan masyarakat yang
s@ikit dan tidak mau tau tentang adanya upaya restorative justice, komunikasi
tethalang antara pelaku dan korban yang tidak mau berdamai, psikologis para
pdlaku dan korban yang takut melibatkan pihak kepolisian, dan pelaksanaan
kgsepakatan damai yang tidak terlaksana dengan baik.

L oY
I?ta Kunci : Implementasi, Restorative Justice, Penganiayaan

nery wis



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
——
I

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

KATA PENGANTAR

llw e}dio yeH @

Asalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah,

NS NIN

dgn Karunia-Nya. Tiada kata lain yang pantas di ucapkan selain kata syukur atas
s%?nua nikmat yang telah Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan,
k%mampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan
judul  “ IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI
KUI;ZPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU ”. Penyusunan skripsi ini
d%aksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam
rrg:nyelesaikan Studi Program S1 pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan
8

Iiu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah

IATU)

S%W yang telah berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan kepada Kkita semua

A

séhingga kita bisa merasakannya sampai saat ini.

Skripsi ini merupakan bentuk pengabdian cinta dan kasih penulis untuk

5 ueyng

ayahanda Zulkar Putra dan ibunda Dewi Susanti. Terimakasih atas segala cinta,

ih sayang, do’a dan inspirasi serta dukungannya selama ini yang tercurah
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ada penulis.
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g Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan
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pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih
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sétulus-tulusnya kepada :
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1= Ayahanda tercinta Zulkar Putra dan Ibunda tercinta Dewi Susanti, Bayu
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< Dharma Saputra (Adek), Seno Naredho Putra (Adek), Sergio Okto Saputra
Z

(Cf’(Adek), dan Kenzie Orlando Arsenio (Adek) yang telah menjadi keluarga
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o terbaik bagi penulis, yang selalu memberikan kasih sayang serta selalu

Py
o Mmendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat

c
menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas do’a dan ridha nya.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan
kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum

beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
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4z Bapak Asril, S.H.l., M.H. selaku Ketua Program Studi llmu Hukum dan
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gBapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi llmu
EHukum serta staf Program Studi llmu Hukum yang telah membantu dalam
)

E' penyelesaian skripsi ini.
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52.-‘ Bapak Joni Alizon, S.H., M.H. dan Bapak Roni Kurniawan, S.H., M.H. selaku
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a pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah
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;,'7 memberikan masukan dan perbaikan skripsi ini agar lebih baik dan agar lebih
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< banyak manfaatnya.
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Gg Ibu Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademis yang telah
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© banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menuntut
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9 jlmu di Fakultas Syariah dan IImu Hukum UIN Suska Riau.
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7— Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada
N

= penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
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(Cf’ Kasim Riau.
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82, Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Kanit dan Kasubnit, beserta para
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o Penyidik Unit Resum dan Jatanras di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang

(=
telah meluangkan waktu dan memberikan data-data kepada penulis demi
kelancaran menyelesaikan penelitian ini.

9. Teruntuk Usman Purnomo, S.H. selaku paman, Habibi Masri, S.Pd. selaku
teman lelaki penulis, serta Bunga Permata Bunda, Rahmi Riwayati Ningsih,
Cindya Rahayu, dan Devitasya Ariska selaku sahabat-sahabat penulis yang

telah memberikan masukan, bantuan dan motivasi kepada penulis dalam

menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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T
& BAB I
-
2 PENDAHULUAN
@)
4]
=
A< Latar Belakang Masalah
o=
= Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang didirikan
Z
bg?dasarkan hukum. Hal ini secara resmi dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3)
w

Uhdang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga
berdasarkan prinsip Pancasila. Indonesia sebagai negara yang menghormati
aﬁjran-aturan hukum yang berlaku, yang mencakup berbagai peraturan yang
sifatnya mengikat dan mempunyai sanksi yang tegas. Hukum dianggap sebagai
suatu kebutuhan penting dalam kehidupan sosial, berfungsi sebagai alat untuk
mengatur hubungan antarwarga masyarakat agar tercipta kepastian dalam
interaksi mereka."

Hubungan antara manusia dan hukum tersebut saling terkait dan tidak

9 p]

t:l's'pisahkan karena hukum merupakan hasil dari kehidupan masyarakat yang
bgrtujuan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat tersebut. Ketika warga
h@up dalam lingkungan yang beragam, berbagai masalah dan tindakan kriminal
sga.fing muncul di antara mereka, yang mengarah pada pelanggaran hukum atau
ti%dak pidana. Oleh sebab itu, keberadaan hukum sangat penting untuk menangani

w

nery wisey juedg uejnggo A

asi ini. Tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh suatu

!Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung : Angkasa, 1980), h. 11.
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©
p&aturan hukum dan diancam dengan hukuman atau sanksi pidana tertentu bagi

A

mereka yang melanggar larangan tersebut.?

Dalam hal ini ada beberapa unsur yang perlu diketahui dalam tindak

w eyd

p:léiana, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Untuk dapat melakukan
pgnidanaan, unsur-unsur tertentu harus dipenuhi. Kitab Undang-Undang Hukum
P:i_:ﬂana (KUHP) telah mengatur perbuatan-perbuatan pidana yang dibedakan
n%njadi dua kategori, yaitu kejahatan yang diatur dalam buku kedua, dan
pganggaran yang diatur dalam buku ketiga. Jadi, tindak pidana merupakan suatu
pjrbuatan atau tindakan yang dilarang oleh hukum baik aktif maupun pasif serta
pelaku tindak pidana harus dikenakan sanksi atau hukuman pidana.’

Tindak kejahatan (pidana) merupakan fenomena nyata yang terjadi dalam
kehidupan sosial yang membutuhkan perhatian yang mendalam.* Salah satu
kejahatan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana
pgpganiayaan.5 Penganiayaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan
s%gaja dan bertujuan untuk menyebabkan rasa sakit atau cedera pada tubuh orang

®

Izgn, yang mana akibatnya merupakan tujuan utama dari petindak.®

Tindak pidana penganiayaan telah menjadi suatu fenomena yang sulit

un o

I

unatuk dihilangkan dalam kehidupan sosial. Berbagai bentuk tindakan

=]

penganiayaan, seperti pemukulan dan kekerasan fisik, seringkali mengakibatkan

’Moeljanto, Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), h. 12.
Wirdjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung : Refika
Aditama, 2003), h. 50.

w *Glenda Magdalena Lenti, “Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan

nurut Pasal 351 ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, dalam Lex Crimen, Volume

75No. 4., (2018), h. 55.

s *Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung : Refika Aditama, 2009), h. 1.

g) ®Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, (Jakarta : PT. Raja Grafindo,
2@04), h. 7.

}ng|jo Agsx
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©

c%jera pada tubuh atau bagian tubuh korban. Selain itu, tindakan penganiayaan
-

jdga seringkali berdampak negatif secara psikologis pada korban, seperti trauma,
@)

réga takut, ancaman, dan dalam beberapa kasus bahkan dapat menyebabkan
=

gangguan mental dan jiwa pada korban. Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi
-~
dEberbagai tempat, baik dalam lingkungan rumah tangga, di tempat umum,

Z

nﬁcﬁupun di lokasi lainnya. Selain itu, siapapun dapat menjadi korban tindakan
w
pgnganiayaan ketika mereka menghadapi masalah dengan orang lain.

Py
5 Untuk menyelesaikan fenomena tersebut yang salah satu diantaranya

(=
tindak penganiayaan berada pada kewenangan negara. Sejatinya, penegakan

hukum terhadap tindak pidana mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dijadikan dasar bagi
penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Pelaksanaan hukum pidana dimulai
dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

Sglanjutnya, proses penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di

}

f+¥]
persidangan, dan hakim bertugas untuk memberikan vonis hukuman kepada

pglaku tindak pidana.

g Faktor utama yang menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum
agfélah sikap mental dan karakter individu dari para penegak hukum itu sendiri.
[%Iam melaksanakan tugas penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak
hikum, penting untuk menunjukkan dan mewujudkan keadilan dan kebenaran
s%ara nyata, terlihat, terasa, dan diaktualisasikan.

Ag u

Sistem Peradilan Pidana yang bejalan selama ini sebagaimana yang diatur

o
nery wisey gre

m Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang
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©
I—ﬁkum Acara Pidana (KUHAP), secara konsep sudah cukup melindungi korban

-
maupun pelaku pada proses penyidikan sampai proses persidangan. Namun,
@)

sgingkali penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui Sistem
P;Eriadilan Pidana ini tidak dapat meredakan ketegangan yang terjadi antara korban
dé keluarganya dengan terdakwa beserta keluarganya.’

(Ef’ Kemudian muncullah pendapat bahwa hukum pidana dalam usaha
p%\egakan hukum terhadap kejahatan pidana dianggap belum dapat sepenuhnya
bg*hasil menyelesaikan permasalahan dalam sistem peradilan pidana, mengingat
bjhwa hukum tidak hanya terbatas pada prosedur formal atau resmi yang sesuai
dengan peraturan semata. Untuk mengatasi kesempurnaan proses penyidikan yang
mempunyai keadilan dalam proses penyidikan dan menekankan pada retributif
dengan menempatkan pelaku dan korban kejahatan secara pasif, maka muncullah
Keadilan Restoratif atau Restorative Justice berupa pemulihan untuk menjawab
pgrkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan bagi
s;:ﬂua pihak. Kewenangan pembentukan peraturan ini merujuk pada Undang-
Lédang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
P%al 16 dan 18 yang menyatakan bahwa kepolisian memerlukan pengembangan

)
k§hsep baru dalam penegakan hukum pidana yang memperhatikan norma dan

-

wn
rlgai-nilai yang ada dalam masyarakat sebagai solusi untuk memberikan kepastian

o
hgjkum dan memastikan manfaat serta rasa keadilan bagi masyarakat.®

"Hanafi Arief, “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di
nesia” dalam Jurnal Al’adl, Volume 10., No. 2., (2018), h. 16.

®Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
onesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Pasal 16 dan 18.

)Igpe g uejn
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Restorative Justice adalah metode terbaru dalam dunia hukum. Restorative

B 1eH O

Jisstice ini merupakan pendekatan yang memberikan prioritas pada penanganan

us di luar proses peradilan formal. Meskipun terdapat perdebatan teoritis

lwid

seputaran pendekatan ini, namun dalam kenyataannya pandangan ini telah

18

b&kembang dan berpengaruh besar terhadap kebijakan hukum dan praktik di
Z
bg?bagai negara termasuk di Indonesia.’

Upaya penyelesaian perkara tindak pidana dengan restorative justice ini

M BysS

menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung antara pelaku tindak pidana,
kggrban, dan pihak yang terkait dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut.
Restorative Justice diberlakukan dalam kejahatan yang tergolong ringan atau
perbuatan yang dilarang yang tidak menimbulkan kerugian secara permanen.®
Salah satu peraturan mengenai restorative justice yaitu Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan

Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Peraturan POLRI ini pada

f+¥]
Béb 11 Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 dijelaskan persyaratan agar suatu tindak

e
w

p\\;aana dapat dihentikan dengan restorative justice. Bab Il Pasal 11 sampai

d'?&\gan 18 dijelaskan mengenai tata cara penyelesaian dengan keadilan restoratif

u

dan penghentian penyelidikan atau penyidikan. Dan Bab 1V Pasal 19 sampai

Muhammad Erwin, Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum, (Jakarta :
wali Pers, 2012), h. 132.

10Juhari, ”Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia” dalam
nal Spektrum Hukum, Volume. 14., No. 1., (2017), h. 23.
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©
dé]gan 20 dijelaskan mengenai pengawasan terhadap penyelesaian tindak pidana

A

nielalui keadilan restoratif.**

Restorative Justice atau “Keadilan Restoratif” adalah suatu cara

w eyd

menyelesaikan perbuatan tindak pidana diluar proses peradilan atau dapat juga
-~
dikatakan sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan

Z
picﬂana. Tujuan dari Restorative Jutice adalah memberdayakan korban, pelaku,

k%uarga, dan masyarakat untuk melakukan perbaikan atas suatu perbuatan yang
ni?langgar hukum dengan mengutamakan kesadaran dan keinsyafan sebagai dasar
uituk memperbaiki kehidupan masyarakat.*®

Penyelesaian dengan keadilan restoratif ini memerlukan upaya kolaboratif
dari pihak-pihak terkait dan pemerintah untuk menciptakan suatu keadaan di mana
pelaku dan korban dapat menyelesaikan konflik mereka secara adil dan ini
merupakan salah satu fokus utama dari restorative justice. Pendekatan ini
bgrtujuan untuk mengembalikan rasa aman bagi korban, menghormati kebebasan
ir%ividu dan martabat, dan yang terpenting memberikan rasa kendali (sense of
cénntrol) atas situasi yang mereka hadapi. Agar prinsip Restorative Justice dapat

d%rapkan dalam penegakan hukum seperti yang sudah ada di Kejaksaan yaitu

)
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang

=]

P\Enghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, harus dibuat suatu

peraturan perundang-undangan atau kebijakan di lembaga penegak hukum lainnya

-
wn
et
5]
J

o
=
sgperti Kepolisian dan Pengadilan yang mencakup prinsip-prinsip Restorative
=
J

< “Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 947.

2Ds. Dewi dan Fatahillah, Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan
I@onesia, (Depok : Indie Publishing, 2011), h. 4.

p. |

nery w
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©

J@tice. Hal ini penting untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dari prinsip
-

Restorative Justice dalam proses penegakan hukum.

Salah satu instansi penegak hukum di Indonesia yang mengatur mengenai

Iw eyd

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif dalam perkara pidana yaitu

b

I&polisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik
Z

I@Gonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan
w
Keadilan Restoratif menjadi pedoman bagi pihak kepolisian untuk menegakkan

py
hgkum dan keadilan berdasarkan keadilan restoratif. Di dalam peraturan ini,
(=

dijelaskan mengenai persyaratan dan tata cara penyelesaian tindak pidana dengan
keadilan restoratif oleh Kepolisian Republik Indonesia.™

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru (Polresta Pekanbaru) merupakan salah
satu lembaga penegak hukum yang ada di Kota Pekanbaru yang banyak sekali
menangani perkara tindak pidana penganiayaan yang tergolong biasa.

Berdasarkan data yang diambil pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 dari Sat

f+¥]
Réskrim Polresta Pekanbaru Unit Resum dan Jatanras dengan IPTU Renaldy

e
w

@dhista Indrasari, S.Tr.K bahwa dari 21 Agustus 2021 sampai dengan 31 Maret

[

2@23 tercatat sebanyak 37 kasus penganiayaan biasa yang masuk ke Polresta

)
P%kanbaru. Dari 37 kasus penganiayaan biasa ini, hanya 12 kasus yang

-

wn

t\(ﬁselesaikan dengan restorative justice.
a Salah satu contoh kasus penganiayaan biasa yang diselesaikan dengan
=

r‘g?torative justice di Polresta Pekanbaru yaitu kasus penganiayaan yang terjadi
=

kEpada driver ojek online oleh security kompleks perumahan Citraland Pekanbaru
j+¥]

i

BIndonesia, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang
Péhanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 947.
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©
di,EJaIan Soekarno-Hatta, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru yang terjadi pada hari

=

Senin, tanggal 14 November 2022 pukul 11.30 Wib. Dalam penjelasan yang
@)

diberikan oleh Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Andrie Setiawan,
=

StK., MH, keributan antara Roni Musliyanti sebagai driver ojek online dan M.
-~

Sﬁjkri selaku security kompleks perumahan Citraland Pekanbaru itu terjadi pada
Z

s&cﬁt seorang driver ojek online akan masuk ke kompleks perumahan itu. Ketika
t%a di kompleks perumahan, driver diminta oleh security untuk membuka jok
ngtor karena adanya standar keamanan di perumahan tersebut. Namun, driver
tecrsebut menolak dan terjadilah pertengkaran. Melihat sang driver menolak,
security pun melarang masuk. Dan terjadilah perkelahian antara driver ojek online
dengan security tersebut yang mengakibatkan driver ojek online mengalami luka
di bagian wajah setelah dipukuli security.

Penyelesaian dari kasus ini, baik pihak terlapor maupun korban telah
sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan dan tidak memperpanjang masalah di

-

f+¥]
masa depan. Pihak Terlapor juga setuju untuk sepenuhnya bertanggung jawab

IST

dalam memberikan biaya pengobatan kepada korban. Surat perdamaian telah

T

djtandatangani oleh semua pihak, dan pelapor telah mencabut laporan polisi yang

Iu

sebelumnya telah dibuat dan ditandatangani. Pihak penyidik juga telah menerima

g sI1a

stirat perdamaian dan permohonan pencabutan laporan tersebut.*

Dan ada pula kasus penganiayaan yang secara hukum sudah bisa untuk

ng jo A

d§elesaikan dengan upaya restorative justice, namun penyelesaiannya terhambat
=

kdfena ada beberapa syarat untuk dilakukannya restorative justice tidak dapat
j+¥]

SN Yhttps://pekanbaru.tribunnews.com/2022/11/16/kasus-penganiayaan-driver-gojek-oleh-

petugas-keamanan-perumahan-citraland-pekanbaru-berakhir-damai. Diakses pada kamis, 2
Fabruari 2023.

nery w
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©
dﬁenuhi oleh kedua belah pihak. Seperti kasus penganiayaan yang terjadi antara

-
IAtra Saputra sebagai korban dan Agus sebagai pelaku.
@)

—

2 Pada hari selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 01.30 wib di Jalan
=

Jendral Sudirman, Kota Tinggi, Pekanbaru Kota, korban datang menjumpai
-~
pﬁaku yang sedang bekerja sebagai juru parkir. Pada saat itu, korban meminta
Z

ngaku untuk mengembalikan uang yang dipinjam oleh pelaku. Namun pada saat
w
it pelaku tidak mau mengembalikan uang tersebut dan terjadilan pertengkaran,

Py
yang mana kemudian pelaku mengambil sebilah pisau dari balik bajunya dan

kge:mudian menyerang korban yang menyebabkan korban mengalami luka dan
mengeluarkan darah di tangan sebelah kanan dan punggung. Setelah kejadian
tersebut, korban selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Resor
Kota Pekanbaru.

Setelah dilakukannya penyelidikan, motif kejahatan penganiayaan ini
adalah karena salah paham, dan hasil visum menjelaskan bahwa penganiayaan

-

f+¥]
téfsebut termasuk kedalam Pasal 351 KUHP vyaitu Penganiayaan Biasa.

Pgnganiayaan ini memenuhi syarat materil untuk dilakukannya upaya
p%yelesaian dengan restorative justice. Namun, tanpa menerima adanya upaya
mze'diasi, Indra Saputra selaku korban tetap melanjutkan kasus penganiayaan ini ke
t%ap penyidikan dan sampai ke pengadilan. Hal ini dikarenakan Indra Saputra
séjtjaku korban dan keluarganya tidak terima akan kejadian yang menimpa dirinya,
d%n sakit hati atas perlakuan yang diterimanya dari pelaku penganiayaan yaitu

c
»

Nery wisey| ;pe& u
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©
g Dari kasus-kasus tersebut, terdapat banyak lagi penyelesaian kasus tindak
-
pitana penganiayaan di Polresta Pekanbaru yang diupayakan selesai dengan cara
@)

Restorative Justice, walaupun bisa dikatakan peraturan ini belum berjalan dengan
=

efektif. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

-~

Tﬁnang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap
Z

Tghdak Pidana Penganiayaan di Polresta Pekanbaru ini belum berjalan dengan
w
efektif dikarenakan persyaratan materil pada Pasal 5 sudah terpenuhi untuk

dgakukan keadilan restoratif, namun persyaratan formil pada Pasal 6 sulit untuk
tecrpenuhi dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kesepakatan
antara kedua belah pihak sulit untuk tercapai.

Dan juga karena pada penerapannya, mekanisme dengan mengedepankan
keadilan restoratif nyatanya tidak sesimpel yang dibayangkan. Masih terdapat
persoalan pemahaman penyidik yang belum menyeluruh terkait konsep keadilan
restoratif terutama ketika terjadi benturan dengan proses beracara berdasarkan
I&JHAP. Dan tentu saja, dalam pelaksanaan penyelesaian suatu tindak pidana

—
w
[

penganiayaan dengan keadilan Restoratif di Polresta Pekanbaru ini, pasti Pihak

T

I@polisian juga mengalami beberapa hambatan yang muncul dari pelaksanaan

u

Keadilan Restoratif ini dan juga terdapat upaya-upaya yang dilakukan dalam

SIo

n¥enghadapi hambatan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti

Ing jo A

dgngan mengambil judul penelitian dengan judul : “IMPLEMENTASI
=1
RERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8
j+¥]

5]
TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA

Nery wisey|
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©
%RDASARKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA

-

PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU*.

Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan

aksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat

NEn MI1w®yd

dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah

SN

genulis memfokuskan penelitian terhadap perkara tindak pidana penganiayaan
lg]asa dari 21 Agustus 2021 sampai dengan 31 Maret 2023 yang diselesaikan
;elalui konsep Restoratif Justice sebagai Implementasi dari Peraturan Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak
Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di wilayah hukum Kepolisian Resor
Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, perumusan masalah yang akan diajukan dalam
nelitian ini adalah :

A. Bagaimana Implementasi Peraturan POLRI Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Kota
Pekanbaru ?

Apa Hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan POLRI
Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana
Berdasarkan  Keadilan  Restoratif terhadap Tindak Pidana

Penganiayaan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru ?

nerny wisey JrreAg uejng jo A}rs1aAru) drure[s| §eis
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Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat
rik tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan POLRI Nomor 8 Tahun

2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan
Restoratif terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor
Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui Hambatan yang dihadapi dalam Implementasi
Peraturan POLRI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak
Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana

Penganiayaan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan yang didapat dengan diselesaikannya

pgnelitian ini adalah :

nery wisey] JireAg uejng jo A}JISIaATU() dDTUIR]S] d)e

Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dan
menambah karya ilmiah, wawasan serta informasi tentang
Pelaksanaan Peraturan POLRI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang
Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap
Tindak Pidana Penganiayaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat
memperkaya referensi, dan literatur serta dapat menjadi kajian
informasi bagi fakultas hukum, penegakan hukum, dan masyarakat

pada umumnya.
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Dan selain itu, Penelitian ini juga di harapkan bermanfaat untuk

pengembangan ilmu hukum pidana dalam hal pengetahuan baru dalam

studi tentang hukum dalam meningkatkan kualitas pelayanan

Kepolisian Republik Indonesia kepada masyarakat dan negara

kaitannya dengan penyelesaian perkara-perkara pidana, serta sebagai

bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya

bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian

dengan tema yang sama.

2. Manfaat Praktis

a.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat,
dimana masyarakat mengerti dan paham bahwa tujuan hukum
yang menitikberatkan kepada keadilan dapat ditempuh bukan
hanya menggunakan proses persidangan semata namun juga dapat
ditempuh melalui jalan Restorative Justice.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-
pihak yang berkepentingan dan terkait dengan fungsi dan tugas
kepolisian dalam hal penegakan keadilan agar penyelesaian
perkara-perkara tindak pidana dapat diselesaikan.

Dan hasil penelitian ini dapat dijadikan untuk melengkapi syarat
guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah
dan llmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau.
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TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kelembagaan Kepolisian
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan lembaga

olisian Nasional di Indonesia yang secara langsung bertanggung jawab

s gin & eydioyer o

Kgpada Presiden. Kepolisian Republik Indonesia ini didirikan pada 1 Juli 1946.

b

Ie;%polisian Republik Indonesia ini dibentuk untuk melindungi masyarakat
I@onesia dan menjaga keamanan negara.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Republik Indonesia, kepolisian merujuk pada segala hal ikwal yang
terkait dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan yang berlaku.*
Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesai (KBBI), polisi diartikan
sebagai badan yang bertugas menjaga ketentraman, menjaga keamanan, dan
kéfertiban umum dengan menangkap orang yang melanggar hukum. Dan mereka

@
agalah anggota badan pemerintah, yakni pegawai negara yang bertugas menjaga

fa¥]
k@gmanan dan ketertiban.

(]
5 Menurut pandangan Satjipto Raharjo, polisi adalah instrument yang
:-
dimiliki negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan
wn
:—
perlindungan, dan memberikan penganyoman kepada masyarakat.’® Sedangkan
Lo o
Sgdjijono berpendapat bahwa istilah “polisi” merujuk pada sebuah organ atau
>
=]
W
o)
=4
- 5pudi Rahardi, Hukum Kepolisian, (Surabaya : Laksbang Mediatama, 2007), h. 53.
A !®3atjipto Raharjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta : Genta
P@blishing, 2011), h. 111.

I

14
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©

lq:Fmbaga pemerintah yang ada dalam negara, sementara istilah “kepolisian”

A

meérujuk pada organ tersebut serta fungsi-fungsinya.

Sebagai organ, polisi adalah suatu lembaga pemerintahan yang memiliki

w eyd

struktur dan organisasi dalam kerangka negara. Sebagai fungsi, polisi memiliki
-~
tlﬁas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan oleh undang-undang untuk
Z
nﬁcélaksanakan fungsinya, seperti menjaga keamanan, ketertiban, menegakkan
w

hgkum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.’

Py
o  Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa polisi adalah suatu

(=
entitas atau lembaga yang ada di dalam suatu negara, sementara kepolisian

merujuk pada organ tersebut beserta perannya sebagai penegak hukum yang
bertujuan melindungi masyarakat dan menjaga keamanan serta keselamatan di
tengah-tengah masyarakat.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Regpublik Indonesia mengatur tentang fungsi kepolisian dengan bunyi sebagai

-

f+¥]

berikut : “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang
@

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

p'?glindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”.

=]
g' Fungsi Kepolisian adalah bagian dari fungsi pemerintah negara yang
[ ]

wn

Qgrtanggung jawab dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
o

p&hegakan hukum, perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada
=

&

=

9p]

L)

j+¥]

e

A Ysadjijono, Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum
Aﬁministrasi, (YYogyakarta : Laksbang Pressindo, 2006), h. 6.

I

nery w
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rrigsyarakat. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, polisi memiliki tiga fungsi

A

ufama, yaitu :*®

neiy e)sns Nin !iw eld

a.

Fungsi pre-emptif, adalah upaya dan pembinaan masyarakat secara

proaktif untuk menciptakan kondisi yang aman dan stabil guna

mencegah gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat
serta menjaga ketaatan terhadap peraturan negara.

Fungsi preventif, adalah semua usaha yang dilakukan oleh kepolisian

untuk mengembalikan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat,

serta menjaga dan mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang
dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman
umum.

Fungsi represif, adalah melaksanakan tindakan penindakan terhadap

pelanggaran hukum dengan tujuan untuk memprosesnya melalui

pengadilan. Fungsi ini melibatkan beberapa langkah, seperti :

1) Penyelidikan, merupakan serangkaian langkah-langkah yang
dilakukan kepolisian untuk mencari dan menetapkan suatu
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Tujuan penyelidikan
adalah untuk menentukan apakah perlu dilakukan penyelidikan
lebih lanjut atau tidak, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam
undang-undang.

2) Penyidikan, adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh

penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna

) jrieAg uejng jo AJISIdATU() dTUWR[S] 3}e)§

18v

nery w

®Awaloedi Djamin, Administrasi Kepolisian Republik Indonesia : Kenyataan dan

rapan, (Bandung : POLRI, 1995), h. 255.
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mengungkap fakta-fakta yang terkait dengan tindak pidana yang
terjadi. Proses penyidikan ini bertujuan untuk menentukan
tersangka berdasarkan bukti-bukti yang ada, sesuai dengan
prosedur yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

olisian Republik Indonesia, tugas utama kepolisian adalah : “Memelihara

Sn_? NINnYilw eydio ey @

kamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan

d

pgrlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

- Dalam menjalankan tugas pokoknya memelihara ketertiban dan keamanan
masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan
tertib. Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut
Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas :

1) “Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli
terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,
ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;

3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat
terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

4) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;

5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

nery wisey JireAg uejng jo A}JISIaATU() dDTWIR]S] 3)©1S
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Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa;

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak
pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-
undangan lainnya;

Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan
tugas kepolisian;

Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk
memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak
asasi manusia;

Memberikan  pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan”.

Kewenangan Kepolisian dalam menjalankan tugasnya di bidang proses

ana diatur dalam Pasal 16 ayat (1). Sesuai dengan ketentuan tersebut,

1)

2)

olisian Negara Republik Indonesia memiliki wewenang untuk :

“Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian

perkara untuk keperluan penyidikan;
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Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka
penyidikan;

Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta
memeriksa tanda pengenal diri;

Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;Memanggil orang untuk
didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara;

Mengadakan penghentian penyidikan;

Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang
berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak
atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka
melakukan tindak pidana;

Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai
negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri
sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa
yidik adalah pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat
awai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sesuai dengan

ang-undang.
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Pengertian penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau

2 3eH O

abat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh

o

d

ufidang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik sebagaimana diatur dalam

w =)

Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, karena kewajibannya menurut Pasal 7 KUHAP
o
rrﬁmpunyai wewenang : “Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang

Z
técﬁtang adanya tindak pidana; Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat

k%adian; Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal
dﬁi tersangka; Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan
pge:nyitaan; Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; Mengambil sidik jari
dan memotret seseorang; Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi; Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam

hubungannya dengan pemeriksaan perkara; Mengadakan penghentian

penyidikan; dan Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung

jawab”.

Y

@  Tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mencapai
@

kgamanan dan ketertiban dalam masyarakat, serta menyelenggarakan

!

p'érlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat.'® Pejabat
)

kgq')olisian memiliki kemampuan untuk menjabat sebagai penyidik utama dan
Qényidik pembantu sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan

=]
P&Tnerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang mengatur tentang pelaksanaan

=
KPHAP.?

S u

Ypramudya Kelik, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, (Jakarta : Pustaka Yustisia,
0), h. 52.

“Nico Ngani, Megenal Hukum Acara Pidana : Bagian Umum dan Penyidikan,
gyakarta : Liberty, 1984), h. 19.

N
QrIe

(
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Polres adalah bagian dari struktur organisasi Kepolisian Negara Republik

B JeH o

idonesia (POLRI) yang berada di ibukota kabupaten/kota. Tugas utama polres

adfalah menjalankan fungsi POLRI dalam menjalankan keamanan dan ketertiban

wid

@syarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, penganyoman, dan
pgayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan tugas-tugas POLRI lainnya di
\Aﬁcﬂayah hukum Polres. Struktur organisasi Polres terdiri dari pimpinan, yaitu
%pala Kepolisian Resor (Kapolres) dan Wakil Kepala Kepolisian Resor
(@akapolres), serta unsur pengawas dan pembantu pimpinan (Bagops, Bagren,
Bcagsumda, Siwas, Sipropam, Sikeu, Sium), unsur pelaksana tugas pokok (SPKT,
Satintelkam, Satreskrim, Satresnarkoba, Satbinmas, Satsabhara, Satlantas,
Satpamobvit, Satpolair, Sattahti) , unsur pendukung (Sitipol) dan unsur pelaksana
tugas kewilayahan (Polsek).?

B. Teori Diskresi

Diskresi dalam bahasa Perancis “pouvoir disceretionnaire” atau dalam

o
31015

asa Jerman “fieries ermessen” merupakan suatu bentuk penyimpangan

ST

hadap asas legalitas. Menurut definisi yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 9

@

L{.’Edang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah,

d%kresi merujuk pada keputusan dan/atau tindakan yang diambil oleh pejabat
-

Qémerintah untuk mengatasi situasi konkret yang timbul dalam pelaksanaan tugas
pimerintahan ketika peraturan perundang-undangan memberikan opsi, tidak
n%ngatur secara rinci, tidak lengkap, tidak jelas, atau terdapat hambatan dalam
=

p%hyelenggaraan pemerintah.

E': *Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kéfja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 26.

nery wise
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Jadi, diskresi (fieier ermessen) merupakan wewenang seseorang atau

abat pemerintah untuk melakukan penilaian, perkiraan, dan pertimbangan

d@ yeH o

dalam membuat dan melaksanakan kebijakan atau peraturan tertentu. Dalam hal

W]

|§ keputusan pemerintah lebih diarahkan pada pencapaian tujuan atau sasaran
y%g efisien (doelmatigheid) daripada mematuhi sepenuhnya hukum yang berlaku
(r’=cé7(:hmatighaid).22 Diskresi memberikan kepastian dan kebebasan bagi pejabat
p%nerintah dalam mengambil langkah-langkah yang dianggap paling tepat untuk
n§ngatasi situasi konkret yang dihadapi.

- Setiap tindakan atau perbuatan dalam administrasi negara harus sesuai
dengan ketentuan undang-undang. Namun, tidak mungkin bagi undang-undang
untuk mengatur semua jenis kasus dalam kehidupan sehari-hari secara rinci. Oleh
karena itu, diperlukan kebebasan atau diskresi dalam administrasi negara yang
memungkinkan untuk menangani situasi yang tidak diatur secara langsung oleh
updang-undang. Namun, agar tetap terjaga keadilan dan kepastian hukum, kontrol

-

f+¥]
peradilan administrasi yang efektif sangat diperlukan untuk memantau dan

@

m;'@ngawasi penggunaan diskresi oleh administrasi negara.?

E Menurut ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
=]

Tghtang Administrasi Pemerintah, dikemukakan bahwa diskresi hanya dapat
[ ]

wn

d\gakukan oleh pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan yang sesuai.
=]

DJ;skresi ini bertujuan untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintah, mengisi
=

&

=

9p]

et

g_ ?Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), Cet. Ke-VII,
hrt70.

2Lutfi Ansori “Diskresi dan Pertanggung Jawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan
erintahan” dalam Jurnal Yuridis, Volume 2., No. 1., (Juli 2015), h. 105.

%)
nery wigey|
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©

k§<osongan hukum, memberikan kepastian hukum, dna mengatasi stagnasi
-

pBmerintahan dalam situasi tertentu demi kepentingan dan kemanfaatan umum.?*

Diskresi diperlukan untuk persoalan penting yang mendesak sekurang-

w eyd

kurangnya harus mengandung unsur yaitu menyangkut kepentingan umum,
-~
rrﬁl—JncuInya persoalan tersebut secara tiba-tiba, belum diatur oleh peraturan
Z
ngundang-undangan atau hanya mengatur secara umum, dan prosedurnya tidak
w

dapat diselesaikan menurut administrasi yang normal.

A ot
o  Keberadaan penyalahgunaan wewenang dapat diuji berdasarkan asas

(=
spesialitas (specialiteisbeginsel), yaitu asas yang menetapkan bahwa wewenang

diberikan kepada pejabat pemerintah dengan tujuan tertentu. Jika wewenang
digunakan tidak sesuai dengan tujuan tersebut, maka dianggap sebagai
penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, unsur sewenang-wenang dapat diuji
berdasarkan asas rasionalitas atau kepantasan (redelijk), yang menuntut agar
tipdakan pemerintah harus masuk akal, wajar, dan sesuai dengan norma-norma

-

0
yang berlaku.

wn

g Dalam negara yang berdasarkan hukum, setiap tindakan pemerintah harus
n%miliki dasar hukum yang sah dan tertulis. Oleh karena itu, setiap perbuatan
)
at:giu tindakan administrasi harus dilakukan berdasarkan asas-asas atau aturan dan
[ ]
ngsedur yang telah ditetapkan. Fungsi dari asas-asas umum pemerintahan yang
o
bgji*k (AAUPB) dalam penyelenggaraan pemerintah adalah sebagai panduan atau
=

&

=

9p]

L)

*Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Bab VI Pasal 22 ayat (1) dan (2).

nery wigey| jrie
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p&joman bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara untuk menjalankan
-

pBmerintahan dengan baik.?
o

Untuk melaksanakan dan mengaplikasikan konsep diskresi, selain

W ej

membutuhkan dasar hukum, juga memerlukan dasar dari asas-asas umum yang
-~

berkaitan dengan kekuasaan diskresi. Asas-asas umum pemerintahan yang baik
Z

(@AUPB) terdiri dari beberapa prinsip, antara lain yaitu asas kepastian hukum,
w
agas penyelenggaraan negara yang tertib, asas kepentingan umum, asas

kgerbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.
C% Teori Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Dalam bahasa Belanda, Tindak Pidana dikenal dengan istilah
“strafbaarfeit” yang terdiri dari tiga suku kata yaitu “straf” yang berarti pidana
dan hukum, “baar” yang dapat diartikan sebagai dapat dan boleh, dan “feit” yang
diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Menurut Pompe,
segara teoritis istilah “tindak pidana” dapat didefinisikan sebagai berikut :
S%buah pelanggaran terhadap norma atau gangguan terhadap ketertiban hukum

®

ygng dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dan

p'?&\jatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut diperlukan untuk menjaga

=]

ketertiban hukum dan menjamin kepentingan umum”.?®

‘g Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, bisa diketahui bahwa tindak
L)

pj_;ﬁana merujuk pada perbuatan manusia yang melanggar larangan yang

=e

dHetapkan dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya.

1efg

= #Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik”, dalam
Jurnal Hukum, Volume 2., Issue 3., (Agustus 2019), h. 543.

| amintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,
1§_b7), h. 182.

p. |
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Pglanggaran tersebut dapat berakibat pada ancaman hukuman, dan pelaku harus
-

bertanggung jawab atas perbuatannya.

o

2 Menurut Tegus Prasetyo, rumusan tindak pidana mencakup beberapa
=

syarat pokok, yaitu adanya perbuatan manusia, perbuatan tersebut dilarang dan
-~

diancam dengan hukuman oleh undang-undang, serta perbuatan tersebut
Z

dghkukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.?’

Tindak pidana terhadap tubuh merupakan jenis tindak pidana yang

M BysS

melibatkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang berkaitan dengan

tlj:buh manusia. Ketentuan mengenai tindak pidana terhadap tubuh manusia diatur

dalam BAB XX dan BAB XXI yang berlaku saat ini. Secara umum, tindak pidana
terhadap tubuh manusia dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

1) Tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja atau
penganiayaan, yang meliputi : Penganiayaan Biasa (Pasal 351
KUHP), Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP), Penganiayaan
Berencana (Pasal 353 KUHP), Penganiayaan Berat (Pasal 354
KUHP), Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP),
Penganiayaan Terhadap Orang Yang Berkualitas Tertentu (Pasal 356
KUHP), Turut Serta dalam Penyerangan dan Perkelahian (Pasal 358
KUHP).

2) Tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan tidak sengaja,

yang hanya meliputi satu jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana

yang diatur dalam Pasal 360 KUHP. Tindak pidana tersebut secara

?"Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 21.
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popular  dikenal dengan kualifikasi karena kelalaiannya
menyebabkan orang lain terluka.?®

Pada Undang-Undang tidak menyampaikan perumusan apa Yyang

w ejdioyeH @

dimamakan penganiayaan. Tetapi,menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang
-~
dinamakan penganiayaan ialah tindakan yang sengaja mengakibatkan perasaan
Z

t@hk enak (penderitaan), mengakibatkan rasa sakit, dan juga menyebabkan luka-
w

@?alzg

A . | _ = .
& Menurut Poerwodarminto, penganiayaan dapat diartikan sebagai tindakan

(=
sewenang-wenang yang bertujuan untuk menyiksa atau menindas orang lain.

Dalam konteks ini, penganiayaan secara jelas melibatkan pelaku yang melakukan
suatu perbuatan dengan maksud menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang
lain. Unsur kesengajaan dalam penganiayaan ini harus mencakup tujuan untuk
menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain, pelaku

mgmiliki niat yang terarah terhadap hasil atau akibat dari tindakan tersebut.

f+¥]
Délam konteks ini, diperlukan kontak fisik dengan tubuh orang lain yang secara

@
Ia'ggsung menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang tersebut. Contohnya

[

séperti melakukan pukulan, tendangan, tusukan, menggaruk, dan sejenisnya.

g

<

L Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :*
wn

:—

<

=)

Lo o

wn

=

=

j+¥]

=

JJ

= Tongat, Hukum Pidana Materiiil, (Jakarta : Djambatan, 2001), h. 67.

= »R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-

kEn;lentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor : Politeia, 1995), h. 120.
%Tongat, Hukum Pidana Materiil : Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek
Hidkum dalam KUHP, (Jakarta : Djambatan, 2003), h. 74.
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a.  Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan adalah unsur
subjektif atau kesalahan. Dalam hal ini, unsur kesengajaan harus diartikan
secara spesifik sebagai maksud atau tujuan (Opzet alsogmerk). Terdapat
kemungkinan penafsiran yang lebih luas terkait dengan unsur kesengajaan,
seperti kesengajaan sebagai maksud atau sebagai kemungkinan, bahkan
sebagai kepastian. Dan perbuatan tersebut harus secara tegas menjadi
tujuan atau niat dari pelakunya (harus mencapai tujuan yang diinginkan
oleh pelaku).

b.  Adanya perbuatan

Unsur perbuatan adalah bagian objektif yang melibatkan aktivitas
positif dimana seseorang menggunakan anggota tubuhnya dalam kegiatan
sehari-hari. Sifat abstrak dari perbuatan tersebut terkait dengan kekerasan
fisik seperti memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan
sejenisnya.

c.  Adanya akibat perbuatan (unsur objektif)

Menimbulkan ketidaknyamanan emosional, Menyebabkan rasa sakit
yang tidak tampak pada tubuh, Mengakibatkan luka pada tubuh yang
terlihat sebagai akibat dari penganiayaan, dan Mengganggu kesehatan
seseorang.>!

Penganiayaan Biasa atau dapat disebut juga penganiayaan pokok diatur

am Pasal 351 KUHP, pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan

nery wigey| jrie

$'Adami Chawazi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, (Jakarta : Rajawali Pers,

0), h. 10.
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pg']ganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengenai Pasal 351 KUHP,

=

maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yaitu :*?

neiy e)sns Nin !iw eld

Ajrsra¥run srure[sy aje3s

Y

[nSgo

menye
=

1)

2)

3)

4)

Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun
kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua
tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
(ayat 1)

Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan
hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. (Ayat 2)

Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan
hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. (Ayat 3)

Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan. (Ayat 4)

Adapun unsur-unsur Penganiayaan Biasa, yaitu :

a)
b)

c)

d)

Adanya kesengajaan.

Adanya perbuatan.

Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau
luka pada tubuh.

Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

Teori Restorative Justice

Keadilan restoratif atau Restorative Justice adalah sebuah model

dekatan yang muncul pada era tahun 1970-an sebagai upaya untuk

lesaikan kasus-kasus pidana.®® Istilah Restorative justice berasal dari

bahasa inggris, terdiri dari dua kata yaitu “restoration” yang berarti pemulihan,
j+¥]

gey j1g

S

I

nery w

*Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351.
*Muladi, Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana, ini disampaikan dalam

inar IKAHI, Tanggal 25 April 2012, h. 1.
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p&baikan, atau pemugaran, dan “justice” artinya keadilan. Menurut Tony
-

Marshall, Keadilan Restoratif adalah sebuah proses dimana semua pihak yang
@)

téflibat dalam suatu pelanggaran tertentu secara kolektif bertemu dan sama-sama
=

berpartisipasi untuk mencari solusi yang memadai terhadap konsekuensi dari
-~

p&anggaran tersebut serta implikasinya untuk masa depan.*

Z

(Cf’ Tujuan dari Keadilan Restoratif (Restorative Justice) adalah untuk
w
nfemberdayakan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan

Py
dgtam usaha memperbaiki konsekuensi dari tindakan melanggar hukum.
(=

Pendekatan ini didasarkan pada kesadaran dan pemahamam sebagai landasan
untuk memperbaiki kehidupan sosial dalam masyarakat.*

Senada dengan Tina S, yang menyatakan salah satu pendekatan kuno dan
paling umum digunakan dalam keadilan restoratif adalah melalui pertemuan
antara korban dan pelaku yang sering disebut sebagai mediasi. Pertemuan ini

bgrtujuan untuk memfasilitasi dialog dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku.

ﬁzlam mediasi ini, korban dan pelaku berinteraksi langsung satu sama lain.
DE";Elam jurnalnya disebutkan, “This process involves bringing the victim and the
om nder together to resolve their individual issues in reference to the crime
cgﬁlmitted. The process is ideally a healing one in which the victims have the

SIo

opportunity to meet offenders, discuss how the crime has impacted their lives,

1efg uejng jo £

: %Tony Marshall, Restorative Justice : An Overview, (London : Home Office Research
Development and Statistic Directorate, 1999), h. 8.

*D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di
Pgngadilan Anak Indonesia, (Depok : Indie-Publishing), h. 4.

I

p. |
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d?ﬁcuss the physical, emotional, and financial impact of the crime, and receive

A

afiswers to lingering questions about the crime and the offender”.*

Jonlar Purba mengatakan, keadilan retoratif adalah suatu konsep yang

lw eyd

merespon perkembangan sistem peradilan pidana dengan fokus pada keterlibatan
o
rrﬁsyarakat dan korban yang sering diabaikan oleh mekanisme yang ada dalam

Z
sicﬁem peradilan pidana saat ini.*’ Selanjutnya, keadilan restoratif memberikan

I%ih banyak perhatian pada proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu
tigdak pidana bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dan merencanakan
pge:nanganan dampaknya di masa depan. Dengan demikian, keadilan yang
diharapkan oleh kedua belah pihak, yaitu keadilan responsif atau “real justice”

dapat tercapai.*®

Jadi, dapat dipahami bahwa Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
adalah suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang
ni@ngubah mekanisme tata cara peradilan pidana dengan difokuskan pada dialog
dgn mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak
t%!(ait lainnya. Tujuannya adalah untuk mencari penyelesaian yang adil dengan

nﬁnekankan pemulihan kondisi semula, bukan mengutamakan hukuman atau

= 39
pEmbalasan.

S 30 Aj1s

%*Tina Tkpa, “Balancing Keadilan Restoratif Principles and Due Process Rights in Order
tq:‘Reform the Criminal Justice System”, dalam Washington University Journal of Law & Policy,
Velume 3., No.1., (2007), h. 30.

= 37Jonlar Purba, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan
Keadilan Restoratif, (Jakarta : Jala Permata Aksara, 2017), h. 56.

= %¥Davit Rahmadan, “Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia”,
dgam Jurnal llmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I., No. 1., (Agustus 2010), h
146.

W ®Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,
Pasal 1 Poin 6.
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Konsep Keadilan Restoratif menekankan pentingnya mencapai keadilan

lalui perdamaian, dimana penyelesaian perkara tidak melibatkan aspek balas

1dB YeH 6

d%hdam atau pemberian hukuman kepada pelaku. Dalam konteks penegakan

hgrrkum pidana, Restorative Justice adalah sebuah alternatif dalam penyelesaian

pgkara tindak pidana yang mengubah mekanisme pemidanaan menjadi proses

dﬁcﬁlog dan mediasi. Proses ini melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban,

d%\ pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang

dgam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan

kge:mbali pada keadaan semula dan mengembalikan hubungan yang harmonis

dalam masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga berpotensi mengurangi tingkat

kekambuhan (residivis) di kalangan pelaku tindak pidana serta memberikan rasa

tanggung jawab kepada semua pihak yang terlibat.

Adapun 5 prinsip kunci dari restorative justice yaitu :

1) Partisipasi penuh dan konsensus adalah elemen utama dalam
Restorative justice;

2) Restorative justice bertujuan untuk menyembuhkan kerusakan atau
kerugian yang timbul akibat terjadinya tindak kejahatan;

3) Pelaku diminta bertanggung jawab secara langsung atas perbuatannya
secara menyeluruh;

4) Restorative justice berupaya memulihkan persatuan dalam masyarakat

yang terpecah atau terpisah akibat tindakan kriminal,

nery wisey JireAg uejng jo A}JISIaATU() dDTWIR]S] 3)©1S
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g 5) Restorative justice memberikan ketahanan pada masyarakat untuk
_fg_ mencegah terjadinya tindakan kriminal di masa yang akan datang.*’

g Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa restorative justice mendasarkan
dg'l pada prinsip-prinsip berikut ini :

g 1) Mengupayakan untuk mencapai perdamaian di luar sistem pengadilan
(Cf’ oleh pelaku tindak pidana dan keluarganya terhadap korban tindak
% pidana dan keluarganya.

g 2) Memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana dan keluarganya
c

untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan mengganti
kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukannya.

3) Menyelesaikan masalah hukum pidana yang terjadi antara pelaku
tindak pidana dan korban tindak pidana melalui kesepakatan dan

persetujuan yang dicapai oleh kedua belah pihak.

Dalam keadilan restoratif (restorative justice), prinsip utama adalah

nya keadilan yang tidak memihak, tidak berat sebelah, tidak sewenang-

D
15823938

Fie

nang, dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga

Bl

ncakup kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam semua aspek

)

=~
MAT

hidupan.

Ay18

Secara umum, dasar hukum restorative justice dapat ditemukan dalam

erapa peraturan perundang-undangan, yang meliputi :

o
ns 3o

1) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

“http://edminnotaris.blogspot.co.id/2013/09/restorative-justice-pengertian-prinsip.html,
kses pada Kamis, 2 Februari 2023, pukul 19.00 Wib.

nery wrgey jrrekg uey|
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2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak
Pidana.

3) Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/V11/2018 tanggal 27 Juli 2018
Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara
Pidana.

Tujuan dari keadilan restoratif atau restorative justice adalah

SNS NINIlw ejdio ey @

niempromosikan terwujudnya keadilan dalam sistem peradilan dan mendorong

d

pgrtisipasi semua pihak yang terlibat. Melalui pendekatan ini, korban dapat
mcerasa bahwa penderitaannya diperhatikan dan kompensasi yang disepakati
seimbang dengan kerugian dan penderitaan yang dialaminya.

Tujuan dari keadilan restoratif juga mencakup upaya untuk mengajarkan
pelaku agar tidak mengulangi tindakan yang melanggar norma dan hukum,
dengan cara meningkatkan kesadaran mereka untuk memperbaiki diri dan menjadi

individu yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Sementara itu, bagi

f+¥]
masyarakat keadilan restoratif memberikan jaminan keseimbangan dalam

IsT

kehidupan dan mengakomodasikan aspirasi yang ada melalui peran pemerintah.

T

T'&juan utama dari restorative justice adalah meberdayakan korban, dimana

u

p%l'aku didorong untuk memperhatikan proses pemulihan yang dilakukan oleh
kérban. Keadilan restoratif memberi perhatian yang besar pada pemenuhan

Q
k&butuhan material, emosional, dan sosial korban.

n

;,'7 Keberhasilan keadilan restoratif dinilai berdasarkan sejauh mana pelaku
=

r@mpu memulihkan kerugian yang terjadi, bukan berdasarkan seberapa berat

L

hukuman yang diberikan.
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Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini, peneliti sudah melakukan pengkajian ulang

®1dio ydH 0

téntang penelitian yang senada dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu

w

mengenai Implementasi Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
=

2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
Z

Térhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Skripsi yang berjudul “Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Tindak

Y Bysn

Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar” yang
dgi:susun oleh Maulana Syaifurrasyid, Mahasiswa Universitas Islam Riau yang
memiliki kemiripan tema dengan penelitian ini, yakni berfokus pada topik yang
sama membahas dan mengkaji tentang Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. Tetapi juga terdapat perbedaan yakni
mengenai wilayah hukumnya. Skripsi ini diteliti di wilayah hukum Kejaksaan
Negeri Kampar.

Kontribusi dalam penelitian ini meliputi :

Tabel 11.1
Penelitian Terdahulu

Profil Judul

ARDIAN PUTRANTO
PENDEKATAN RESTORATIVE
(SKRIPSI)
JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
UNIVERSITAS ATMA
PERKARA PIDANA DI YOGYAKARTA
JAYA YOGYAKARTA

Isu Hukum

nery wisey|juedAg uejjng jo A}SIaATE) dTwe]s] 33e}




‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
AL

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

35

nery e)sng Nin Y!iw eidio yey o

1. Bagaimana Implementasi Pendekatan Restorative Justice dalam

penuntutan di Yogyakarta ?

Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam
perkembangan zaman ini, polisi dan kejaksaan telah menerapkan
pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana.
Namun, tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan dengan metode ini,
hanya perkara-perkara yang ringan dan jika semua pihak yang terlibat setuju
untuk berdamai. Restorative Justice tidak hanya bertujuan sebagai
penyelesaian perkara, tetapi juga memberikan pendampingan oleh penegak
hukum untuk mengembalikan kondisi keadaan seperti sebelumnya tanpa ada

rasa dendam antara kedua belah pihak.

Membahas mengenai penerapan Restorative
Persamaan
Justice pada Tindak Pidana Penganiayaan

Penelitian ini membahas secara umum
penyelesaian Restorative Justice terhadap
Perbedaan
Semua Tindak Pidana, Tidak terfokus pada

satu Tindak Pidana saja.

Kontribusi  penelitian ini  memberikan
manfaat yang signifikan bagi kepentingan
Kontribusi bangsa, negara, dan pembangunan dengan
menyediakan pemahaman yang lebih baik

bagi masyarakat umum mengenai penerapan

neny wigey JrreAg uejng jo A}JIsIaATU() dDTUWIR]S] 3)e1S
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Restorative Justice dalam penyelesaian

perkara tindak pidana. Hal ini memberikan

pemahaman yang lebih luas tentang
pendekatan  alternatif  dalam  sistem
peradilan yang dapat mempromosikan

perdamaian, pemulihan, dan pengembalian

harmoni sosial.

dangkan Penelitian ini adalah :

ngfl exsng NIN Y!1w eldidoyey o

Profil

Judul

INDAH SUNGGARI

CEL2 A0

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

eyt

ULTAN SYARIF KASIM RIAU

IMPLEMENTASI PERATURAN

KEPOLISIAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 8 TAHUN

2021 TENTANG PENANGANAN

TINDAK PIDANA BERDASARKAN

KEADILAN RESTORATIF

TERHADAP TINDAK PIDANA

PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN

RESOR KOTA PEKANBARU

Isu Hukum

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang
Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap

Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisan Resor Kota Pekanbaru ?
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©
§ 2. Apa Hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Polri Nomor
-
© 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan
@)
= Restoratif terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisan Resor Kota
=
= Pekanbaru.
=
= Nilai Kebaruan
Z
m - - - - - = - -
— 1. Objek yang dikaji yaitu Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8
w
~  Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan
m -
o  Restoratif.
(=
2. Hambatan dan upaya dari pelaksaan Peraturan Kepolisian Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana
Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Penganiayaan,

lebih fokusnya ke Penganiayaan Biasa.
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METODE PENELITIAN

Sebagai sebuah karya ilmiah, penggunaan metode penelitian menjadi hal

Al[lw eydio yeH @

y%g tidak dapat diabaikan karena metode tersebut menjadi pedoman untuk
nﬁcénjalankan kegiatan penelitian agar terlaksana secara sistematis.*’ Dalam
p?ﬁelitian ini, penulis menggunakan metode pembahasan sebagai berikut :

Afsq Jenis dan Sifat Penelitian

- Jenis Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis
empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang berbasis pada ilmu
hukum normatif (Peraturan Perundang-Undangan), tetapi bukan mengkaji
mengenai sistem normanya, melainkan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi
yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.*?
Pgnelitian meninjau dari sudut pandang ilmu hukum dan peraturan-peraturan

-

f+¥]
téftulis lainnya serta pelaksanaan Restorative Justice dalam penyelesaian Tindak

ana Penganiayaan Biasa di Polresta Pekanbaru.

Sifat Penelitian ini adalah deskriptif yaitu penggambaran secara umum

un d1wEys

pgrmasalahan yang penulis usung dalam penelitian ini. Metode penelitian ini
[ ]

I

wn
d\gakukan dengan cara menggambarkan tentang penerapan Restorative Justice

o

pgjda penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Biasa berdasarkan fakta-fakta
=

yang ditemukan.
=

1refg

: “Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, Metode Penelitian Filsafat, (Yoyakarta :
Kamisius, 1999), h. 10.
*Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
E@piris, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2013), h. 47.

p. |
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Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1d10 Y84 @

pendekatan menggunakan metode kualitatif. Dalam pendekatan ini, penulis akan

w

menganalisis data dan fakta yang diperoleh selama penelitian untuk menghasilkan
=
data analitik yang berasal dari responden, baik dalam bentuk tulisan maupun

Z
I@n.43 Jenis penelitian ini  menggunakan metode kualitatif sehingga

n%mbutuhkan Populasi dan Sampel, karena jenis penelitian ini menekankan pada
agek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat di dalam perundang-
ugr?dangan serta norma-norma yang berlaku dan berkembang di masyarakat.
Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan penelitian sebagai sumber data
utama.
C. Lokasi Penelitian

Untuk mempermudah pengumpulan data, penelitian ini dilakukan di lokasi
yang relevan dengan judul penelitian yaitu di wilayah hukum Polresta Pekanbaru,
y%tu di jalan Jendral Ahmad Yani No.11, Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru,
Fg'-au 28151. Alasan penulis memilih lokasi ini ialah dikarenakan pada Polresta
Pg(anbaru terdapat cukup data yang relevan tentang penyelesaian tindak pidana

)
d%ﬁgan Keadilan Restoratif terutama Tindak Pidana Penganiayaan.

é-‘ Subjek Dan Objek Penelitian

o

a Subjek penelitian ini adalah pejabat penegak hukum yang
=

bertanggungjawab atas program Restorative Justice yang ada di Polresta
=

REkanbaru. Sedangkan Objek penelitian ini adalah Implementasi Peraturan
j+¥]

*“Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram : Mataram University Press, 2020),

=0
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©
@polisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak

=

Pitlana Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Penganiayaan
@)

—

Bfasa.

=

E-  Populasi dan Sampel

-~

= 1) Populasi

Z

(Cf’ Jumlah keseluruhan dari objek atau subjek yang ditetapkan oleh
w

2 penulis untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan disebut
A a4 : | - _ :
= dengan populasi.*® Populasi pada penelitian ini adalah : Kanit
(=

Reskrim, Kasubnit Reskrim, Penyidik Sat Reskrim Polresta
Pekanbaru, dan penyidik pembantu. Kemudian pelaku, korban,
keluarga pelaku/korban, tokoh masyarakat dari pihak pelapor maupun
terlapor yang penyelesaian perkara tindak penganiayaan dengan
Restorative Justice.
2) Sampel
Sampel adalah suatu bagian kecil dari anggota populasi. Dari
keseluruhan populasi dipilih sebagian yang memiliki sifat dan
karakteristik yang sama bersifat representative dan menggambarkan
populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang
diteliti.
Penentuan sampel ditentukan secara purposive sampling, yaitu

mengambil beberapa sampel untuk dijadikan bahan penelitian sesuai

Ag uej[ng jo A}ISIdATU) DTWR][S] 3}L}§

dengan keperluan dari sampel yang penulis gunakan untuk penelitian

*Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, (Bandung : Alfabeta,
3), h. 215.

£ jrie
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penulis. Dari keseluruhan populasi dipilih sampel yang terdiri dari

responden yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi.

Peran subjek penelitian/responden yaitu untuk memberikan

informasi dan tanggapan terkait data yang dibutuhkan peneliti, serta

memberikan saran masukan kepada peneliti.

Responden dalam peneltian ini yaitu :

FRIY BYSNS NIN Y!lw eldiddeH @

Tabel I11. 1
Populasi dan Responden
0 Responden Populasi | Responden | Presentase
il Kanit Reskrim 1 orang 1 orang 100%
2 Kasubnit 3 orang 2 orang 67%
3 Penyidik Pembantu 10 orang 5 orang 50%
4 Korban Penganiayaan RJ 12 orang 8 orang 66%

Sumber : Kanit | Resum Polresta Pekanbaru

1s1 21835

XIuae

b

= 4)

o
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P

nery wisey J

am perundang-undangan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yakni data yang bersifat

merlukan penggunaan angka. Pendekatan

ini

Penelitian kualitatif menggunakan

kan angka, sehingga membutuhkan Populasi dan Sampel karena jenis penelitian

. menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat di

lingkungan

pat penelitiannya sebagai sumber data. Data dan informasi yang diperoleh dari

angan dianalisis dan dikonsepkan melalui deskriptif dan analitik, tanpa

lebih  menekankan pada

mahaman tentang proses terjadinya suatu peristiwa dalam situasi yang alami.

Sedangkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :
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Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari
sumbernya vyaitu dari responden baik melalui wawancara, observasi,
maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian
dikelola oleh penanganan masalah peneliti untuk memperoleh informasi
guna melengkapi data.*
Data Sekunder
Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian
perpustakaan atau studi dokumen antara lain berasal dari :
1. Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang
diperoleh dari :
1) Undang-Undang antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019
Tentang Penyidikan Tindak Pidana
4) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan

Restoratif

0
nery wigey| jrie
o

*Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-IV,
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Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil
penelitian para ahli sarjana yang berupa Buku, Jurnal, dan Karya
liImiah yang berkaitan dengan pokok pembahasan materi penelitian.
Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum
yang membahas tentang penerapan hukum keadilan restoratif dalam
hukum pidana.

Bahan Hukum Tersier

Yaitu semua dokumen yang mengandung konsep-konsep dan
informasi yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti
Kamus Hukum, Ensiklopedia, Sumber Informasi dari Internet, dan

lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan beberapa

tode :

a.

Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara pengamatan langsung dan pencatatan yang sistematis
terhadap objek atau gejala-gejala yang diteliti.*® Dalam konteks ini,
peneliti melakukan observasi dengan terjun secara langsung di

lapangan yaitu wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

nery wisey jrie

*®|gbal Hasan, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h.
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Wawancara

Wawancara (interview) adalah suatu teknik pengumpulan data
yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara
peneliti sebagai pengumpul data terhadap narasumber atau sumber
data tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti
oleh penelitian agar mendapatkan data yang lengkap dan akurat.*’

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode wawancara nonstruktural. Dalam metode ini, peneliti memiliki
kebebasan untuk menanyakan pertanyaan kepada responden tanpa
terikat pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Peneliti
memiliki fleksibilitas untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan yang
relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti kepada pihak
Polresta Pekanbaru.
Studi Pustaka

Yaitu mengambil kutipan dari bacaan, literatur, atau buku
pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan
diteliti, yaitu literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan
implementasi dari Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan

Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Biasa.

2

nery wigey| jrie

*’Bambang Prasetyo, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
0), Cet. Ke-VI, h.183.
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d. Dokumentasi
Metode Dokumentasi yaitu suatu metode pengumpulan data
dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku,
majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Metode ini
digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang
berkaitan dengan deskripsi responden terkait permasalahan yang
sedang diteliti.

Analisis Data

nety exsng NN Y!1w e1dio yeH o

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif,
yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan berdasarkan
permasalahan yang ada serta disajikan secara deskriptif. Selanjutnya data akan
dianalisa secara kualitatif dengan cara dihubungkan dengan peraturan perundang-
undangan dan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dengan cara ini,
diparapkan dapat diperoleh jawaban yang relevan terhadap permasalahan yang
dca&";eliti dalam penelitian ini.

Untuk melakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan,

ka penulis menggunakan teknik analisis data deduktif. Pendekatan ini

(B Ture|s

u

libatkan penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan yang bersifat

um kemudian dipersempit menjadi pernyataan yang lebih khusus dan spesifik.

nery wisey jureAg uejng jo AFsia3
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BAB V

PENUTUP

Kesimpulan
Dalam Implementasi Peraturan POLRI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang

anganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap tindak

ana penganiayaan di Polresta Pekanbaru dapat disimpulkan sebagai berikut :

=

Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan
Restoratif terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Polresta Pekanbaru
pelaksanaannya belum berjalan dengan efektif. Karena, berdasarkan fakta
yang terjadi di lapangan dari data penganiayaan di Polresta Pekanbaru
sejak 21 Agustus 2021 sampai dengan 31 Maret 2023 terdapat 37 kasus
penganiayaan yang memenuhi persyaratan materil dan secara hukum bisa
untuk diselesaikan dengan restorative justice, Namun hanya 12 kasus
penganiayaan yang terselesaikan dengan restorative justice.

Upaya pelaksanaan hukum restorative justice di Polresta Pekanbaru
masih terhambat oleh beberapa faktor seperti faktor pengetahuan
masyarakat yang sedikitdan tidak mau tau tentang adanya upaya
restorative justice, faktor komunikasi terhalang antara pelaku dan korban
yang tidak mau berdamai, faktor psikologis para pelaku dan korban yang
takut melibatkan pihak kepolisian dan faktor pelaksanaan kesepakatan

damai yang tidak terlaksana dengan baik.

78
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Saran
1. Upaya yang harus dilaksanakan oleh pihak Polresta Pekanbaru dalam

menjalankan restorative justice adalah dengan melakukan demonstrasi
melalui media sosial, media cetak dan massa untuk mempromosikan

upaya sengketa pidana lewat jalur keadilan restoratif.

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

2. Masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi dan ikut serta dalam
mendukung pelaksanaan restorative justice dengan cara melaporkan dan

meminta bantuan pihak Polresta Pekanbaru, untuk menyelesaikan tindak

nery exsng Niniiweydio &y o

pidana penganiayaan.

3. Pemberian pengawasan terhadap pelaku untuk menunaikan kewajibannya
pada pihak korban semisal ganti rugi atau tanggungan yang diucapkan
ketika dilakukan restorative justice.

4. Diperlukan langkah dari pemerintah untuk mengeluarkan regulasi baru
yang secara spesifik mengatur tentang konsep Restorative Justice dalam

bentuk peraturan perundang-undangan.
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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
5  Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa ‘Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau : x

Nama : INDAH SUNGGARI
NIM : 11920722764
- Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)

Lokasi : POLRESTA Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak
Pidana Penganiayaan Ringan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
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“"IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI
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